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a. 	 Parate cksekusi yang dimiliki oleh kreditor pemegang hak tangb'Ungan, 
temyata dala.'Tl petjanjian jaminannya, dibangun dengan konstruksi hukum 
berupa klausula perjanjian kuasa menjuaL Tetapi beberapa ketentuan 
Perjanjian Kuasa yang diatur dalam Buku III BW disimpangi, sehingga 
penyimpangan itu berakibat menghilangkan hakekat perjanjian kuasa itu 
sendiri, terutama saat pelaksanaan kuasa justru untuk menjamin 
kepentingan yang diberi kuasa (kreditor), bukan demi kepentingan yang 
memberi kuasa (debitor). Bentuk konstmksi seperti ini, sebenarnya sudah 
keluar dari jalur hakekat perjanjian pemberian kuasa. Sedang pengaturan 
parate eksekusi dalam UUHT sendiri kelihatan rancu, karena lebih 
mengesankan wewenang kreditor menjual lelang obyek Hak Tanggungan 
adalah "atas kekuasaan sendiri", tidak atas dasar kuasa yang diberikan oleh 
debitor sesuai petjanjiannya. Akibatnya pengaturan dan pembentukan 
konstruksi huklUn atas parate eksekusi kreditor pemegang Hak 
Tanggungan menjadi sangat rancu dan membingungkan. 
b. 	 Parate eksekusi yang tujuannya untuk melindungi kreditor pemegang hak 
tanggungan agar segera memperoleh kembali kredit yang disalurkan akibat 
debitor wanprestasi, temyata dalam pelaksanaannya, banyak mengalami 
hambatan. Bahwa kuasa menjual yang diberikan oleh debitor kepada 
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kreditor pemegang Hak Tanggungan, kalau akan dilaksanakan harus minta 
fiat pengadilan. Pada hal yang memerhtkan fiat pengadilan itu berdasar 
Pasal 224 HIR hanyalah grosse akta hipotek (sekarang Sertifikat Hak 
Tanggungan) dan grosse akta pengakuan hutang. Jelas ini merupakan 
hambatan yang sangat merugikan kreditor karena harus melalui jalur yang 
harusnya tidak perlu, dan sangat besar kemungkinannya akan memakan 
beaya juga. Kendala ini lebih parah lagi ketika diberlakukan UU 
Kepailitan yangjelas-jelas merugikan kreditor pemegang Hak Tanggungan 
sebagai kreditor separatis yang mestinya dapat langsung menjual Ielang 
obyek jaminan saat debitor wanprestasi. Kenyataannya dengan adanya ULT 
Kepailitan, untuk dapat menjual lelang obyek Hak Tanggungan, kreditor 
dikenai jangka waktu tunggu (stay), sehingga keinginan untok segera 
memperoleh pelunasan piutang berdasar parate eksckusi,' menjadi 
terhalang. Hambatan eksekusi dalam praktek kadang-kadang juga muncul 
akibat adanya intervensi pihak III yangmeletakkan sita jaminan terhadap 
obyck rlak Tanggungan, pada hal menurut aturan hokum hal seperti itu 
tidak dimungkinkan karena adanya persyaratan pendaftaran ke BPN 
sebagai klep pengamannya. 
2. Saran 
a. 	 Sebaiknya parate eksekusi milik kreditor pemegang Hak Tanggungan itu 
tidak didasarkan dari perjanjian, akan Iebih tepat kalau parate eksekusi itu 
Iahir demi undang-undang, mengingat dalam UUHT, redaksi ketentuan 
yang menganlr parate eksekusi itu, yakni Pasal 6 jo 11 UUHT bahwa 
, 	 , 
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wewenang kreditor untuk melaksanakan parate eksekusi tersebut, selalu 
menggunakan kata-kata "menjual obyek Hale Tanggungan atas kekuasaan 
sendiri". Lebih-Iebih bentuk APHT oleh pemerintall juga sudah 
dibakukan dalam rormat tertentu. 
b. 	 Kendala pelaksanaan parate eksekusi kreditor pemegang Hhk 
Tanggungan, perlu dihilangkan dengan memahami lebih eermat tentang 
hakekat Jembaga parate eksekusi oleh semua pihak, terutama hakim. 
Bahwa lembaga parate eksekusi itu diatur tidak lain untuk memberikrul 
perlindlmgan kepada kreditor, agar segera memperoleh kembali 
piutangnya karena debitor wanprestasi. Sedang kendala yang muneul dari 
UU Kepailitan berupa masa slay sebaiknya diubah dengan eara dihapus, 
karena hal itu bertentangan dengan prinsip hukum jaminan yang mengatur 
kculIdllkan kl'cditor scparatis. 
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